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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dalam UUTPPO tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak 

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking. Dalam UUTPPO 

hanya mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum 

sebagai korban dan/atau saksi tindak pidana trafficking. Hal ini menimbulkan 

kekosongan hukum dalam UUTPPO. 

 Dengan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum 

terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking 

menurut UUTPPO, maka perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak 

pidana trafficking harus tetap memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dalam upaya 

sebelum dan selama peradilan demi pemenuhan hak-hak anak harus menerapkan 

aturan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam melaksanakan 

praktik peradilan untuk anak harus menerapkan aturan pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya telah 

mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai 

pelaku tindak pidana mulai dari proses penyelidikan hingga setelah anak selesai 

menjalani pidana penjara. 
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4.2 Saran 

     1. Perlu diadakannya aturan khusus dalam UUTPPO terkait dengan 

 perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai 

 pelaku tindak pidana trafficking. 

     2. Perlu diadakannya sosialisasi yang berlanjut dan bersifat terus menerus 

 kepada lembaga pemerintahan dan masyarakat demi mencegah terjadinya 

 tindak pidana trafficking yang semakin marak dilakukan oleh anak. 
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